
Pe,.il;..;l'j11taJ}a:1 Daerah (Lernbara» Neguru r-.!;.;j.;~blii{ 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas UndangUndang f~on1or 2.:J Tu11t1n 201·4 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
I ndoncsia Tahun 20 l 5 Nornor 58, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); " ( 

(Lcmoeran N1::!!,ili",, Republik lndu1icbic1. T c1.hun 1959 ;\v,nvr 
74, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822): 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa 
[Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 
7 Tambahan Lernepublik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

tentang 
Sulawesi 

1959 
II di 

Tahun 
Tingkat 

1. Undang-Undang Nomor 29 
Pcmbentukan Daerah-Daerah 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat 
(1), ayat (2). ayat (3), ayat (4) dan ayac (5) Peraturan 
Pernerintah Norncr 43 Tahun ·2014 ter.tang Pcrarurun 
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, sebagairnana relah diubah beberapa kali rerakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tcntang Perubahan Atas Peraturan Pcmcrintah Nomor 43 
Tahun 2014 tcntang Peraturan Pclaksanaan U1"'ldo.11g 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

b. bahwa perdasarkan perrimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa 
(ADOi U ntuk 81::uc.tp D""" Di Kubup«tcr, Kolaka T«hchl 
Anggaran 2017; 

BUPATI KOL.AKA, 

ui.::NGAN H.AHivlAT TUH,\N YANG MAHA ESA 

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARI\N 
ALO KASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA 
DI KABUPATEN KOL.AKA TAHUN ANGGARAN 2017 

TENT ANG 

BUPATI KOLAKA 
PROVINS! SULA\VESI TENGGARt\ 

PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR: 03 TAHUN 2017 

Mengingat 

Menimbang 

' 

, 
' 



Dalarn Pcraturan Buoa t1' ini van<> dimaksud dcnzan · ......... . I UJ ... J ••b ..... ~l .• -.. \,J:.C>o..:: , 

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka, 
2. Pernerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupateri 

Kolaka. -/. _ 

Pasal l 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA 
(ADD) UNTUK SE1'IAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA 
TAHUN ANGGARAN 2017 

Cla.Rl- .. TE~lTJ .. NG BU'Pt~TI PEP...A TUP....t\.?-I 

MEMUTUSKAN : 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Pcraturan Prcsidon Nomor ()7 Tal ... 1u11 2016 t.cr;t..u._1·1g f~ir1c~w·1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016); 

8. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Serita Negara 
Repub\ik Indonesia Tahun 2014 Noor 2093); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nornor l Tahun 2009 
tentang Urusan Pcrnerintahan yang Mcnjadi Kewcnangan 
Dacrah Kabupaten; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 
tcntang Rencana Pcrnbai ..... igunan .Jangka Mcncngah D2t~ru}1 
Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017; 

12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 37 Tahun 201G tcntang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Rcpublik 
lndoucsia Tahun 2014 Nornor 292, Tambuha,'i L<:111l.Jarn.11 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 lcntang 
Perubahun Atus Peruturun Pcrncr intah Nornor 43 'fu1:1u11 



uang dan barang yang berhubLtngan 
hak dan kewajib.in Deso..() - ,..,., 

daerah dalam rangka pelaksanaan dcscntralisasi. 
15. Keuangan Desa adalah sernua hak dan kcwajiban Dcsa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
dengan pelaksanaan 

bersumber dari 
Negara yang 

ruelaksanakan i.Ugc:l~ Jail PL:1111.::.l'i11t.c:J.1 Jc:111 F\.:111..:.:1·i1·1tal1 
Dae rah. 

13. Perangkat Desa. adalah mereka yang mernenuhi syarat 
bertugas untuk mcmbantu Kcpala Desa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

14. Dana Perimbangan adaJah dana yang 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja 

yang 
untuk 

dan 

dan 11. Aparatur Pcmcrintah Desa adalah Kcpala Desa 
Perangkat Dcsa. 

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 
menyelenggarakan rumah tangga Desan ya 

pernerintahan oleh pernerintah desa dan BPD dalam 
mcngatur dan mengurus kepentingan masyarakar sctempat 
yang diakui dan dihorrnati dalarn sistern pernerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemeri,,tah Desa aclalah Kepala Desa clan pcraugkat desa 
sebagai unsur penyelcnggara Pemerintahan Desa. 

9. Sadan Perrnusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
BPD adalah lembaga yang merupakan pcrwujudan 
demokrasi dalarn penyelenggaraan pernerintahan desa 
scbagai unsur pcnyclcnggara pemcrintah dcsa. 

10. Lembaga Pernberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya 
disebur LPMD adalah yang dibenruk oleh masyarakat 
sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pernerintah desa 
dalam pernberdayaan masyarakat. 

Dcsa adalah 

3. Pernerintahan Daerah adalah Perncrintah Dacrah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan 
U1'i.lSi:1iJ ptmc,·intuhw·, akJ'•U<'Ul usu:; otvnoini Jan tuga s 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam 
system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Bupati adalah Bupati Kolaka. 
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Carnat sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten. 
6. Desa adalah kesaruan masyarakat hukum yang memiliki 

baias wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pernerintahan, kepentingan masyurakat 
scrernpat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihorrnat i dalam 
sistern Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



(J) Maksud dibcrikun Alokasi Dana Desa adalah untuk 
membiayai pcnyclenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pernberdayaan 
masyarakat desa dan pernbinaan kcrnasyarakatan. 

(2) Tujuan diberikan Alokasi Dana Desa adalah: 
"· ,,·,cningko.tkiul fun~s.i peuyelenggaraan pc:i\'1<;d11,,'1,.,n 

desa, dalarn pembcrian pelayanan kepada rnasyarakat, 
b. Pcningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pernerintahan desa. 
c. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam 

_lJ'-,;l tJ 1.;lC11c,g~1 Uu..J. i l-)\.. 11.1.C1. ~.Li. tah .. u1 dcaa. 
d. meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarrna dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh masyarnkat. 'v_ _ 

Pasal 3 

BAB JI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Alokasi Dana Dcsa dikelola secara terrib, taat pada kctcntuan 
peraturan perundang-undangan, efesien ekonomis, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan 
masyarakat seternpat. 

Pasal2 

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Negara yang diperuritukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten /Kota. 

20. Alokasi Da11a Dcsa, sclanjutnya disingkat l\DD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalarn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupatcnj' kota 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

21. Pembinaan adalah pemberian pedornan pelaksanaan, 
1:,1;:;i-e11ca11.a&r1, 1)~r1eli tian, pengembangan, bi111bi11gur1, 
pendidikan dan kepatutan serta mengutamakan 
kepentingan masyarakat setempat. 

16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggarur l P(;1'JdcipcttUJt dt.1.11 Belanja Dcs,a atau j..J<.:J uit:;}·,u11 lie1.k. 
lainnya yang sah. 

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Sadan Perrnusyawaratan Desa. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBDcsa, adalah rencana keuangan rahunan 



(1) Jumlah ADD sebagaimana yang dirnaksud dalam pasal 4 
dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.66.524.841.500, 
( enam puluh cnam milyar lima ratus dua puluh ernpat juta 
delapan ratus empat puluh satu ribu Iirna ratus rupiah). 

(2) Penentuan jurnlah ADD yang diberikan untuk setiap clcsa 
berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk de sa, luas 
wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan 
gcografis. \if 

;.,-- - 

Pasal6 

BABIV 
PENENTUAN BESARAN DAN TATA CARA 
PENYALURAN ADD UNTUK SETJAP DESA 

(1) Pengalokasian ADD setelah Kcbijakan Umum APBD (KUA) 
dan Pricritas dan Plafon Anggaran Sernentara (PPAS) APBD 
disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. 

\2) Pengalokasian ADD merupakan jurnlah ADD yang diterima 
Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran. 

Pasal 5 

Pernerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Pemeriruan 
Desa paling sedikii scbcsar 10 % (sepuluh persen) dari Dana 
Perimbangan yang diterima Pernerintah Daerah serelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Pasal 4 

BAB Ill 
PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBD 

masyarakat. 
h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, 
keagamaan dan adat istiadat seternpat. 

gotong-royorig swadaya peningkatan 

c. meningkatkan kemampuan lernbaga kemasyarakatan 
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi 
desa. 

f. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat 
dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya 
saing. 

g. mendorong 



(1) Berdasarkan perhitungan Iaktor-fakror sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 6, ditetapkan besarun ADD untuk 
masing-masing desa. 

(2) Besaran ADD untuk rnasing-rnasing desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Bupati 
. . I 
irn. vi - . - 

Pasal 7 

(3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka 
kemiskinan desa sebaguimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dcngan bobot sebagai bcrikut: 
a. jumlah penduduk desa sebesar 30% (tiga puluh per sen]; 
b. luas wilayah desa sebesar 20% (dua puluh persen]; dan 
c. angka kerniskinan desa sebesar 50% (lima puluh persen]. 

(4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil 
penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Data jumlah peududuk Liesa dan luus wilayah dcsu, 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan 
Pusat Statistik. 

(6) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara: 
a. ADD untuk suatu Desa = Pagu ADD Kabupaten Kolaka x 

[ (30% x pcrscruasc jumlah pcnduduk Desa yang 
bersangkutan terhadap total jumlah penduduk desa di 
Kabupaten Kolaka] + (20% x pcrsentuse luas wilayah 
Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah 
desa di Kabupaten Kolaka) + (50% x perscntase rumah 
tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial suatu Desa 
terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu 
Perlindungan Sosial desa di Kabupaten Koiaka) ]; dan 

b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap 
Desa yang terdiri dari faktor: 
1) ketersediaan pelayanan dasar; 
2) kondisi lnfrastruktur: 
3) Transportasi; dan 
4) Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota. 

(7) Dalam hal terdapat pernbentukan atau penetapan Desa 
baru yang mengakibatkan bertambahnya jurnlah Desa, 
pengalokasian Dana Desa dilakukun dengan cara sebagai 
berikut: 
a. Pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tcrsebut 

ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran 
bcrjalan; atau 

b. Pada tahun kedua sctclah penetapan Desa apabila Dcsa 
iersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun 
anggaran berjalan. 



Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peratura n Bupati 
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pcrubahan Atas Peraturan 
Bupati Kolaka Nornor 13 Tahun 2016 te nt ang Tata Cara 
Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk 
Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016 dan 
semua ketcntuan =::': dicabut dan dinyaiukun 
tidak berlaku lagi. " 

.- ....... 

Pasal 11 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Bupati Kolaka. 

dupat 
atas 

( l) Pengawasan atas pengelolaan ADD dalarn periode bcrjalan 
dilakukan oleh Sadan Permusyawaratan Desa (BPD). 

(2) Irispcktorat Kabupaten Kolaka sewakiu-waktu 
rnelakukan pengawasan atas pengelolaan /\DD 
perintah Bupati Kolaka. 

(3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat 
melakukan pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan 

Pengawasan 
Pasal 10 

(l) Pernbinaan atas pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh 
desa berada pada Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Kolalm. 

(2) Kepala Oinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Kolaka melakukan monitoring clan evaluasi atas 
pcngelolaan ADD di desa. 

(3) Hasil pemantauan Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Kolaka dilaporkan kepada Bupati setiap 
semester. 

Pembinaan 
Pasal9 

BABV 
PEMEllNAAN DAN PENGAWASAN 

Tata cara penyalurnn dan pelaksanaan Alckasi Dana De sa 
(ADD) akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 8 
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1/POITU MURTOPO 

·\ SEKRETAR!S DAER..IUl K.A.BUPATEN KOU\KA, l 
Diundangkan di Kolaka 
pact a tanggal I?, o #.tvv"' ILi :i. o '7 

V/JM _.,,,. 
AHMAD SAF<'El 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal / .3 v ""'U"'"-' :Jo 11 

A BUPATI KOLAl{A, 'v~ -· 

Agar setiap orang rnengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita 
Daerah Kabupaten Kolaka. 

Pcraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 12 



-· 
( 

NO NAMA KECAMATAN NAMADESA PAGU DANA DESA 
PER DESA ( Rp) 

1 2 3 4 

l WUNDULAKO I. TOWUA 667,751,000.00 
, EIENDE 660,574,000.00 "-· 
3. lJNAMENDAA 666,485,000.00 
4. TJKO:sJU 663,147,000.00 
5. SAl:llANO 663,895,000.00 

3,321,953,000.00 

2 POMA LAA 1. HUKO-IIUKO 682,642,000.00 
2. f•ELAMBUA 716,442,000.00 
3. TAMBEA 668, 739,000.00 
4. ~OP URA 647,824,000.00 
5. l'E~OUHA 657,079,000.00 
6. TOTOBO 635,059,000.00 
7. (JKO -OKO 661,833,000.00 
8. HAKATUTOBU 669,676,000.00 

5,339,294,000.00 

' WATUBANGGA I. LAM UN ORE 805,932,000.00 J 

2. KUKUTIO 708,410,000.00 
3. LOI\GGOSIPJ 679,458,000.00 
4. !iUMBER REJEKI 669,586,000.00 
5. PEOHO 689,696,000.00 
6. MATAOSU 661,486,000.00 
7. POLEN GA 686,280,000.00 
8 KASTLIRA 663,249,000 00 
9. GUNUNG SARI 663, 772,000.00 
10. MATAOSU UJLJNG 654,912,000.00 
I l. RANOrETA 695,635,000.00 

7,578,416,000.00 
4 WOLO I. DONGO ALA 677,576,000.00 

... ULU LAl'AO. PAO 660,444,000.00 "-· 
3. TOLA WE PONRE WARU 678,521,000.00 
4. LAPAO • PAO 719,370,000 00 
S. LANGGOMALI 665,928,000.00 
6. LAL ON AHA 655,523,000.00 
7. LANA 696,G64,000.00 
8. LALONGGOPI 662,106,000.00 
'). ·\1UARA LAPAO - PAO 704,211,000.00 
10. SAtvlAENRE 639,056,000.00 
I I. IWOIMOPURO 653,702,000.00 
12. ULU RINA 646,005,000.00 

8,059,106,000.00 
\.i 

: PERATURAN BUPATI KOi.AKA 
: 0:, 'TA /.JCI/.J .:J.017 

: I:!> .J4NCIA .._, ~CJ/7 
: TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 
UNTUK SETIAP DESA Dl KABUPATEN KOi.AKA TAHUN ANGGARAN 2017 

LAMPlRAN 
NOMOR 
TANG GAL 
TENT ANG 

' 



I 

1 2 3 4 

s BAU LA I. LONGOIU 664 .120.000.00 
2. PlJUUUNGA 666,043,000.00 
3. PUULEMO 661,990,000.00 
4. PUUBENUA 646,969,000.00 
5. 8AULA 671,228,000.00 
6. PEWUTAA 634,201,000.00 
7. \VATALARA 645,650,000.00 
8. PUURODA 632,92 7,000.00 
'). Ul.U 13AULA 647,105,000.00 

5,870,233,000.00 

6 1ANGGETADA I. LAMEDA I 637,510,000.00 
2. r ANGGETAD/\ 643,522.000.00 
3. PEWJSOA JAY A 653.492,000.00 
4. TONDOWOL!O 637,118,000.00 
5. POPA LIA 702,808,000.00 
6. LALONGGOLOSU,'\ 665,437,000.00 
7. P[TUOUA 634,390,000.00 
8. RAHANGGADA 646,580,000.00 
9. PJ\LEWAI 652,685,000.00 
IU. l'lJUNOAJJ'A 632,609,000.00 
11. ONEEIIA 647,579,000.00 
12. LAMOlKO 638,545,000.00 
13 TINGGO 680,224,000.00 

8,472,499,000.00 
7 SAMATURU I. KONAWEHA 714.525,000.00 

2. KALOLOA 650,106,000.00 
3. TAMBOU 702.187 ,000.00 
4. LAMBOLEMO 681, 707 .ooo 00 
5. AYlAMOTU 675,077,000.00 
6. LAWULO 664, 767,000.00 
7. AWA 666,262,000.00 
8. LATUO 669,498,000.00 
9. WO\\' AT A1vil30LI 684,799,000.00 
10. M/\LAl-l.A 662,572,000.00 
1 I. SANI -SANl 690,817,000.00 
12. ULU KONA WEI-IA 685,689,000.00 
13. PUlJ TAMBOLI 650,339,000.00 
14. ULA WENG 664,692,000.00 
I 5. PUU LAWULO 649,459,000.00 
16. LIKU 660,137,000.00 
17. ME URA 638,641,000.00 

11,411,274,000.00 
8 TOAIU I. TOARI 712,813,000.00 

2. LAKITO 695,482,000.00 
3. ANAWUA 679,860,000.00 
4. WOWO!.I 675,107,000.00 
5. RANOJAYA 657,845,000.00 
6. RAIIADITE 659,246,000.00 
7. WONUA RAYA 652,316,000.00 
8. RANOSANGIA 682,396,000.00 
9. IIORONGKULI 653,224,000.00 

6,068,289,000.00 
-, 

I• '.(- 



~ 
AHMAcfsAFEI 

BUPATI KOLAKA 

1 2 3 4 

9 POUNGGONA I. l'UUOONGJ 669,443,000.00 

2. l'LASM.A JA YA 646,489,000.00 

3. TANGGEAU 641,922,500.00 
4. WUL.UNGGERE 655,817,000.00 
S. J>ONDOUWAE 647,457,000.00 
6. LAMOND.A.Pl:: 657,454,000.00 

3,928,582,500.00 

10 IWOllvlENDAA l. TAMBORAS! 666,800,000.00 
2. l.ADAHAI 643,394,000.00 

3. LASIROKU 664, 747,000.00 

4. lWOlMENOAA 648,347,000.00 

5. LAMBOPINI 647,917,000.00 

6. ULUl<ALO 664,073,000.00 

7. WUNUALAKU 637,495,000.00 

8. LAWOUA 628,498,000.00 

9. \VATUMELEWE 639,297,000.00 

10. LA"IDOVLA 634,627,000.00 
6,475,195,000.00 

JUMLAH ~ 1 +2+3+4+5+6+ 7+8<·8+10 66,524,841,500.00 

'' l,• 




